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Menimbang

hlenmingas

NOMOR 79 TAHUN 2018
TENTANG

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGER! REPUBLIK INDONESIA,

bahwa wuntuk menjamin kepastian hukum skibat
perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai
Badan Layanan Umum Daerah, perlu pedoman bagi
pemerintah daersh dalam pengelolaan keuangan Dadai
Lavanan Umum Daerah;

bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 61 Tahon
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah sudah tidak sesuai dengar
dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan
mengenal Badan Layanan Umum Dserah sehingza pectu
diganti;

nahwa berdasarkan pertimbangan sebagammanz diasks.d
dalam huruf a dan huraf b, periu menetspkan Peraturar
Meateri Dszlam Neger: fenfang Badan Layanan Umur

Daeralk:

Undang-Undang Nomor 39 Tahan UDO5  tentang
Kementerian Negara {Lembaraa Negare Republik Indon s
Tabhun 2008 homor 166, Tambahan LemZaran Negars

Fepublik Indonesia Nomor 4910);




Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomeor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4333},

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistern Perencansan Pembangunan Nasional {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomeor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3587) sebagaimana
telah beberapa  kali  diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4378);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGER! TENTANG BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH.

BAR 1
KETENTUAN UMUM

Paszal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Badan Lavanan Umum Daerah yang selanjutnys
disingkat BLUD adalah sistem vang diterapkan oleh unit

pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan
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pelayanan  kepada masyarakat  yang mempunyai
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai
pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada
UMUMnya.

Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan
keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang schat
untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa
mencari keuntungan calam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa.

Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi
organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang
baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu,
berkesinambungan dan berdaya saing.

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Rensira
adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5
(ima) tahunan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjuinya
disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada
pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna
barang.

Anggarar. Pendapatan dan Belanja Daersh selanjutnya
disingka: APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh perintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
peraturan daerah.

Rencana Bisnis dan Anggaran yang sclanjutnya disinghkat
REA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD,
yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan
rencana keria dan anggaran SKPD.

Rancana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingka: RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencansa
belanja program dan kegiatan SKFD serta rencana
pembiayasn sebagai dasar penyusunan APBD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya
disingkat DPA adalah dokumen yang memuat
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pendapatan, belanjsa dan pembiayaan yang digunakan
sebapai dasar pelaksanaan anggaran.

Rekening Kas BLUD adalah tempat penyvimpanan uang
BLUD pada bank yang ditunjuk eleh Kepala Daerah.
Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan
Pengawas adalah organ wvang bertugas melakukan
pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.

Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa
yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang
wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk
menutup seluruh atau sebagian dari hiaya per unit

layanan,

. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnva

digingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai bendahara umum daerah.

Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah adalah unit
pelaksana tcknis yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu
selaku  Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna
barang,

Pasal 2
BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum
secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan,
kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis
Yang Sehat, untuk membanm pencapaian  tujuan
pemerintaly daserah yang pengelolaannva dilakukan
berdasarkan kewenangan vang didelegasikan oleh kepala
dacrah,
Kepala dscrah bertanggung jawab atas kebijakan
penyelenggaraan pelayanan umum.
Pejaba: Pengelola BLUD bertanggung jawsb atas
pelaksanaan pemberian layanan umum terutama pada
aspek manfaat yang dihasilkan.
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BLUD merupakan kekavaan dacrah yang tidak
dipisahkan dari pemerintah daerah.
BLUD merupakan bagian dari pengeloiaan keuangan

dasrah.

BAE T
SUMBER DAYA MANUSIA DAN REMUNERASI

Bagian Kesatu
Pejubat Pengelcla dan Pegawai

Pasal 3

Sumber daya manusia BLUD terdiri atas:
a. pejabat pengelola; dan
b. pegewal
fejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada avat (1)
hura? & bertanggung jawab terhadap kinerja umum
operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan
keuangan BLUD dalam pernperian layanan.
Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b
menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kineria
BLUD.
Pejabat Pengeloia dan pegawai BLUD berasal dari:
a. pegawai negeri sipil; dan/atau
b pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai

dzngan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola can pegawai
seloin  gebagaimana dimaksud pada ayat (4] dar
profesional lainnya.
Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
tesual dengan kebutuhar, profesionalites, kemampuan
kevangan dan berdasarkan prinsip efisiens’, ekonomis
dan produleif dalam meningkatkan pelayanan.
Pejabat Pengelola dan pegawan vang berssa' dari tenaga
profesional lairnya sebagaimans dimaksud pada avat (5)
dapat dipelcerjakan secara kontrak atau tetap.




(8) Pejabat Pengelola yang berasal dari tcnaga profcsional
lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5] dianglkat untuk
masa jabatan pahng lama 5 (lima) tahun, dan dapat
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa
jabatan berikutnya.

i9) Pengangkaran kembali untuk perinde masa jabatan
berikutnyva paling tingei berusia 60 (enam puluh) tahun.

(10} Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawal vang berasal
dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
|2) dilakssnakan sesuai dengan jumlah dan komposisi
yang telah disetujui PPKD.

Pasal 4
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan,
pengangkatan, penempatan, batas usia. masa kerja, hak,
kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai
yvang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 5

(1] Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat
Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayal (4) dan ayat (5) berdasarkan kompetensi dan
kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.

(2] Kompetensi sebagaimana dimaksud pada avat 1] berupa
pengetahuan, keahlian,  keterampilan, integritas,
kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku
yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Pasal 6
(1) Peiabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam
Paszal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. pemimpin;
b. pejabat keuangan; dan
c. pejabat t2iknis.
(2} Sebutan pemimpin, pejabat keusngan dan pejabat teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan
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nomenklatur yeng berlaku di BLUD.

Pasal 7
Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh kepala
daerah
Pemimpin bertangaungjawab kepada kepala daerah.
Pejabat keuangan dan pejabat teknis bertanggungjawab
kepada pemimpin.

Pazal 8

Femimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal & ayat [1)

huruf & mempunyal tugas:

a. memimpin, mengsrahkan, membina, mengawasi,
mengendalikan, dan mengevalussi penyelenggaraan
kegiatan BLUD agar lebili =fisien dan produlktivitas;

b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD seria
kewajibun lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah
ditetapkan oleh kepala daerah;

c. menyvusun Eenstra;

d. menyviapkan RBA;

e. menpgusulkarn calon pejabat keuangan dan pejabat
teknis kepada kepala dasrah sesusi dengan ketentuan,

f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan
BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan
peraruran perundangan-undangan;

g mengoordinasikan pelaksanaar kebijakan BLUD vang
dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis,
mengendalikan tugas pengawasan internal, serta
menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja
operasicnal gerta keusngan BLUD kepada kepala
das=rah; dan

h. tuge=s lam=nyva yang ditetapkan oleh kepala daerah
sesual dengan Kewenanganiiva.

Poimimpin  dalam  melaksanakan tugas sebapgaimana

dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai

penangguligiawab umum operasional dan keuangan.
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Pasal 9
Pemimpin  bertindak  selaku kuasa  pengguna
anggaran/kuasa pengguna barang.
Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayal
(1) tidak berasal dari pegawai negeri sipil, pejabat
keuangan ditunjuk ascbagai kuasa pengguna

anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 10
Pejabat keuangan scbagaimana dimasud dalam Pasal 6
avat (1) huruf b mempunyai tugas:
merumuskan kehijakan terkait pengelolaan keuangan;
mengoordinasikan penyusunan RBA,;
menylapkan DPA;

-

melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;

L

menyel=nggarakan pengelolaan kas;

. melakukan pengelolaan utang, plutang, dan mnvestasi,

g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah
vang berada dibawah penguasaannys;

h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen
keuangan;

. menyelenggarakan alkuntansi dan penyusunan laporsn

keuangan; dan

}. tugas lainnva yang ditetapkan oleh kepala daerah

dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
Pejabat  keuangan dalam — melaksanakan  tugas
scbagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi
sehagai penangpungjawah keuangan.
Pejabat keuangan dalam  melaksanakan  tugas
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh
bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan
hendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri
sipil.
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Pasal 11
Pejabat teitnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal & ayat
(1) huruf ¢ mempunyai tugas:
8. menyusun perecncanaan kegiatan teknis operasional
dan pelayanan di bidanegnya;
b. meclakssnakan kegiatan teknis operasional dan
pelayanan sesusi dengan RBA;
¢ memimpin  dan mengendalikan  kegiatan  teknis
operasicnal dan pelayanan dibidangnya; dan
d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah
dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai
penanggungjawab kegiatan teknis operasional - dan
pelayanan di bidangnya.
Pelaksanaan tugas pejabal teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), berkaitan dengan mut, standarisasi,
administrasi, peningkatan kualitas sumber daya

manusia, dan peningkatan sumber daya lainnva.

Bagian Kedua

Pembina dan Pengawaz Badan Layanan Umum Daerah

Paszi 12

Pembina dan pengawas BLUD terdiri atas:

a.
b

C

(1)

pembina teknis dan pembina keuangan;
satuan pengawas internal; dan

Dewan Pengawas,

Pasal 13
Pemiuna teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
nuiat & yvaitu kepala SKPD yang bertanggungjawab atas
urusan pemerintahan vany bersangikutan.
Pembina weuangan sebagamana dimaksud dalam Pasal
12 huruf & yaitu PPKD.
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Pasal 14
Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huraf [b) dapat dibentuk oleh Pimpinan untuk
pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja
pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial
dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
Satuan pengawas intermal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} yaitu pengawas internal vang berkedudukan
langsung dibawah pemimpin.
Pembentukan scbhagaimsana dimaksud pada ayat (2
dengan mempertimbangkan:
a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
b. kompleksitas manajemen; dan

P

t. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 15

Tugas satuan pengawas internal, membantu manajemen
untuk:
a. pengamanan harta kekayaan;
b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
¢, menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam

penerapan Prakiek Bisnis Yang Sehat.
Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal
yvang bersangkutan harus memenuhi syarat:
a. sehat jasmani dan rohani;
b. memiiiki keahlian, integritas, pengalaman, jujur,
perilaku yang baik, dan dedikasi yeng tinggi untuk
memajakan dan mengembangkan BLUD;
memahami penvelenggaraan pemerintahan Daerah;

S

. memahami tugas dan fungsi BLUD;
memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
berijazah pauang rendah D-3 [Diploma 3);

E‘h

pengalaman kerja paling sedikit 3 (tigaj tahun;
berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling
tinggi 55 {lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar

oo

pertama kali;
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i, tdek pernan dihukum karena melakukan tindak

pidana wang merugikan keuangan negara atau
keuangan daerah;

j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

k. mempunyai sikap independen dan obyeltif.

Pasal 16

Dewan DPengawas sebagaimana dimaksud dalam Fasal 12

hurul ¢ dapat dibentuk oleh kepala dacrah.

Pembenrukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang

memiliki realisas: pendapatan menurut laporan realisasi
anggaran 2 [dua) tahun terakhir atau mlai aset menurat
neraca 2 (duaj tahun terakhir. -

Dewan Pengawas sebageimana dimaksud pada avat (2)

dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal

yang dilskukan oleh Pejabat Pengelola.

Jumlah anggote Dewan Pengawas paling banyak 3 [tigal

orang atau 3 (lima) orang.

Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 [tiga

orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD

yvang memlili:

a realisasi pendapatan menurut  laporan realisasi
angegaran 2 (dua) tahun terakhir  sebesar
Rp30.000.000.000,00 (tiga pualuh miliar  rupiah)
sampai dengan Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah}; atau

b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir
sebesar Rpl150.000.000.000,00 (seratus lma pulub
miliar rupiah| sampai dengan Rp500.000.000.000,00
(ime rafus miliar rupiab).

Jumlah angeola Dewan Pengawas paling banvak 5 (lima)

Drn.lr..g sehagaimana dimaksud pada ayat {4) untuk BLUD

yang memilik:

a, realizasi nepdapatan menurut  laporan  realisasi
angzaran 2 [dua] tahuan icrakhir, lebith besar dar
Fp 100,000, G00.000,04) {Hratué miliar rupiah), atau
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b. nilai aset menurut neraca 2 {dua) tahun terakhir, lebih
besar dari Rp300.000.000,000,00 {lima ratus miliar

rupiah).

Pasal 17

Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat [3) terdiri atas unsur:

a. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi
kegiatan BLUD;

b. 1 (satu) ocrang pejabat SKPD yang membidang:
pengelolaan keuangan daerah; dan

e 1 [satu] orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan
BLUD.

Anggota Dewan Pengawas sebagaimana diméksud dalam

Pasal 16 avat (6) terdiri atas unsur:

a, 2 (dua) orang pejabat SKPD yvang membidangi kegiatan
BLUD;

b. 2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi
pengelolaan keuangan daerah; dan

c. 1 [satu) orang tenaga akli yang sesuai dengan kegiatan
BLUD.

Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf ¢

dan ayat {2) huruf ¢ dapat berasal dari tenaga profesional,

atau perguruan tnggl vang memahami tugas fungsi,
kegiatan dan layanan BLUD.

Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada

avat (1) dan ayat (2] dapat diangkat menjadi anggota

Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.

Pengangkstan anggota Dewan Pengawas dilakukan

setelah Pejabat Pengelola dangkat.

Untuk dapat diangkal sebagai Dewan Pengawas yang

bersangkutan harus memenuhi syarat;

a. sehat jasmani dan rohani;

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan,
pengaiaman. jujur, perilaku vang baik, dan dedikasi
vang tingg untuk memajukan dan mengembangkan
BLUD;
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c. memahami penyelenggaraan pemerintahan dacrah;

d. memiliki pengetabuan yang memadai tugas dan fungsi

BLUD:

menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan
Tugasn;a;

berjjazah paling rendah 5-1 [Strata Satuj;

berusia paling tinggi 60 {enam puluh) tahun terhadap
unsur sehagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
dan ayat (2);

tidak pernah menjadi anggota Dircksi, Dewan
Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah
menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan
pailit;

tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon
kepala daerah aimu calon wakil kepala dacrah,
dan/aten calon anggota legislatif,

Pasal 18

Dewan Pengawas memiliki tugas:

R

b.

memantau perkembangan kegatan BLUD,

menilai kinerja  keuangan AP kinerja
nonkeuangan BLUD dan memberikan rekomendasi
atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat
Pengzelola BLUD,

memonitor tindak lamput hasil evaluasi dan penilaian
kinerja deri hasil laporan audit pemcriksa cksternal

pemer.aotah;

. membenkan nasenat kepada Pejabat Pengelola dalam

melaksanakan tugas dan kewajibannva; dan

memberikan  pendapat  dan  saran kepada  kepala

dacrah mengenai:

1. RBA yang diusulkan oleh Pejabar Pengelola;

2. pennasslanan yang menjadi  kendala dalam
pengelolaan BLUD: dan

3. Kinerja BLUD,
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Penilsian kinerja keuangan sebagaimans dimaksud pada

ayat (1) huraf b, diukur paling sedikit meliputi:

a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dan layanan
vang diberikan (rentabilitas);

b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);

c. memenuhi seluruh kewajibannya [selvabilitast, dao

d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk
membiayai pengeluaran.

Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1] huraf b, diukur paling sedikit berdasarkan

perspektiil pelanggan, proses internal pelayanan,

pembelajaran, dan pertumbuhan.

Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan lugasnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepads kepala

daerah sccara berkala paling sedikit ! (satu} kaii dalam

saiu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan,

Pasal 19

Masa jabatan anggota Dewan Pengawsas ditetapkan 5
(lima} tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali
masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling
tingg 60 {enam puluh) tahun,
Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah
berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan
Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali
urituk | {satul kali masa jabatan berikutnya.
Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh kepala
dacrah karena;
a. mennggal dunia;
b. masa jabatan berakhir; atau
¢, diberhentikan sewaktu-waktu.
Anggots Dewan Pengawas diberhentikan schagaimana
dimalsud pada ayat (3) huruf ¢, karena:
4. tidak dapat melaksanakan tugasnyva dengan baik:
. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan;
¢. terlibat dalam tindakan vang merugikan BLUD;
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d. dinyarakan %ersalah dalam putusan pengadilan yvang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

e. mengundurkan diri; dan
terlibat dalam tindakan kecurangan  yang
mengnkibatkan kerugian pada BLUD, negars,
dan/atau dacrah.

Pasal 20
(1} Kepala daerah dapat mengangkat sekretaris Dewan
Pengawas untuk mendukung kelancaran tupas Dewan
Pengawas.
(2} Sckretaris Dewan Pengawas scbageimana dimaksud pada
ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas,

Pasal 21
Scgala biaya yang diperluken dalam pelaksanaan tugas
Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibcbankan
pada BLUD dan dimuar dalam RBA.

Pasal 22
() Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD
oleh pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud
dalam Pasai 12 diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
(2) Pelaksanasn pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimnksud pada ayat {1) dapat berkoordinasi dengan
Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan
Daerah.

Bagian Xetiga

Remunerasi

Pasal 23
{1} Pejabar Pengeloia dan  pegawni BLUD  diberiksn
Temuneras.  sesual  dengan  tanggung  jawab dan

prolesionalisme,




- B

(2) Remunerasi ascbapaimana dimaksud pada ayat (1},

(3

(4)

merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam

komponen meliputi

a,

f.

gajl yaitu imbalan kerja berupa uang vang bersifat
tetap setiap bulan;

. tunjangan tetap yvaitu imbalan kerja berupa uang vang

bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap
bulan:

insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat
tambahan pendapatan di luar gaji;

bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang
yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji,
tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang
dapat aiberikan 1 (satu) kali dalam 1 [satu) tahun

anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;

- pesangen vaitu imbalan kerja berupa uang santunan

purna jabatan sesual dengan kemampuan keuangan;
dan/atau
pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang,

Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagsimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi;

a.
b.

bersifat tetap berupa gaji;
bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif,

dan bonus atas prestasi; dan

- pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian

kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi
pegawai negeri sipil.

Pegawai menerima remuncrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2] meliputi:

8.
b.

K]

bersifat tetap berupa gaji:

bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas
preatasi; dan

pesangon bagl pegawa: pemerintah dengan perjanjian
kerja dan profesional lainnya atau pensiun  bagi
Pegawai Negeri Sipil.




(3)

(1)

(2]

5]

i

Pemberizn paji, wnjangan dan pensiun sebagaimana
dimoksud pada ayat (3) dan ayat (4] bagi pegawai negeri
sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 24
Eemunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat
(1), diatur dengan peraturan kepala daerah berdasarkan
usulan pemimpin.
Pengaturan remunerasi dalam peraturan kepala daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan
Prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan,
kewajaran dan kinerja.
Selain mempertimbangkan  prinsip  sebagaimana
dimaksud pada aval (2), pengaturan remuncrasi dapat
memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.
Unuk mengatur remunerssi BLUD, kepala daerah dapat
membentuk tim yang keanggotaannya dapat berasal dari
Unsur:
a. EKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
b. SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daeral;
C. perguruan tingg; dan
d. lembapga profesi.
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4] ditetapkan
dengan keputusan kepala daerah.

Pasal 25

Pengaturan remuneras: dalam peraturan kepala daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dihitung
berdasarkan ind:kator penilaian, meliputi:

A.
b
£,
d
e
f,

pengalamma dan masa kerja;

ketrampilzn, ilmu pengetabuan dan perilaku;
resiko keria;

tingket kegawatdaruratan:

jabatan veng disandang; dan

hasil fcapaian kinerja.
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Pasal 26
Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
a5, penetapan remunerasi bagi pemimpin,
mempertimbangkan faktor:

d. ukuran dan jumlah aset vang dikelsla, tingkat pelayanan
serta produktivitas;

b. pelayanan sejenis;
kemampuan pendapatan; dan

d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan,

pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat,

Pasal 27
Remunecrasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis
ditetapkan paling banyak scbesar 90% (sembilan  puluh

persen| dari remunerasi pemimpin.

Fasal 28
{1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada

Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagai

imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan

setiap bulan.
(2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:

a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak
scbesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan
tunjangan pemimpin;

b. honoranum anggota Dewan Pengawas paling banvak
sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan
tunjangan pemimpin; dan

¢. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak
sebesar 15% (lima belas persen] dari paji dan

tunjangan pemimpin,



BAB IlI
TAHAPAN PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu
Persyeratan

Pasal 29
Unit Pelakzana Teknis Dinas/Badan Daecrah yang akan
menerapkan BLUD memenuhi persyaratan yang meliputi:
a. substantif;
b. teknis; dan

¢, adminiscratif.

Paragraf 1 |

Persyaratan Substantif

Pasal 30
{1) Persvaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29 huruf a terpenuhi apabila tugas dan fungsi Unit

Pelaksanan Teknis Dinas/Badan Daerah  bersifat

operasiona! dalamm menyelenggarakan layanan umum

vang menghasilkan semi barang/ jasa publik.
(2) Layaran urium scbagaimina dimaksud pada avat (1)
berhubungan dengan:

a. penycdiaan barang dan/atau jaza layanan umum;

b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan
ekonomi  dan/atan layvanan kepada masyarakat
dan/atau

¢. pengeiolaan wilavah/kawasan tertentu untuk tujuan
meningkatkan perekonemian masvarakat atau layanan

LTI,

Pasal 31
(1) Penyeciaan barang dan/atau jasa layvanan uamum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat {2] huruf a,
drutamakan untuk pelavanan lkesenatan.




(2]

(3)

2

Penyediaan barang danj/atau jasa layanan umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a
tidak termasuk penyediaan jaza layanan umum yang
berkaitan dengan pajak daerah, retribusi perizinan
tertentu dan perigzinan.

Datam melakukan penyediaan barang dan/atau josa
layanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (2) huruf a, Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan
Daerah dapat menjadi penyedia dalam pengadaan barang
dan/atau jasa yang dilaksanakan olch pemerintah
maupun swasta sesuai dengan Praktik Bisnis Yang Schat
sebagai salah satu bentuk pengembangan layanan

LATTILLm,

Pasal 32

Pengelolaan dana khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal

30 ayat [2) huruf b, meliputi:

Aa.

b

dana bergulir untuk usaha mikro, kecil dan menengah:
dan /atau

dana perumahan.

Pasal 33

Pengelolaan wilayah /kawasan tertentua sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2} huruf e, antara lain

kawasan pengembangan ekonomi terpadu.

(1]

Paragraf 2
Persyaratan Teknis

Pasal 34

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal

29 huruf b, terpenuhi apabila:

a. karakteristik tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis
Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan
lebih layak apabila dikelola dengan menerapkan
BLUD, sehingga dapat meningkatkan pencapaian
target keberhasilan; dan
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(1)
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b. berpotensi meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dan kinerja keuangan apabila dikelola
dengan menerapkan BLUD.

Kewenangan wuntuk memberikan rekomendasi atas

penerapan BLUD dilaksanakan oleh kepala SKPD melalui

seleretaris  daerash  untuk  Unit  Pelaksana Teknis

Dinas/Badan Daerah yvang akan menerapkan BLUD.

Pasal 35

Kriteria layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

ayat (1) huruf a, meliputi:

a. memiliki potensi untuk meningkatkan
penvelengearaan pelayanan secara efektif, efisien, dan
produktif; dan

b. memiliki spesifikasi teknis yang terkait langsung
dengan layanan umum kepada masyarakat.

Kriteria berpotensi meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat dan kinerja keuangan, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1} huruf b, meliputi:

a. perkiraan rencana pengembangan wvang dilihat,
misalnya dari peningkatan/diversifikasi unit layanan,
jumlah konsumen dan tingkat kepuasan konsumen;
dan

b. perhitungan/rencana peningkatan pendapatan dalam
beberapa tahun yang akan datang dengan
ditetapkannya menjadi BLUD.

Paragraf 3
Persyaratan Administratif

Pasal 36

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal

29

huruf c terpenuhi, apabila Unit Pelaksana Teknis

Dinas/Badan Daerah membuat dan menvampaikan dokumen,

meliputi:

.

surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan
kinerja;
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b. pola tata kelola;
Renstra;

d. standar pelayanan minimal;

e. laporan keuangan atau prognosis/proyeksi keuangan;
dan

i. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk
diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah,

Pasal 37
Surat pernyataan kesangpupan untuk meningkatkan kinerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a
ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis
Dinas/Badan Daerah dan diketahui oleh kepala SKPD.

Pasal 38
i1) Peola tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
huruf b merupakan tata kelola Unit Pelaksana Teknis
Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD.
(2) Pola tata kelola scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 39
Pola tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
mermuat;
kelembagaan;
prosedur kerja;
pengelompokan fungsi; dan

R o)

pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 40
{1} Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
huruf a, memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi,
tanggung jawab, hubungen kerja dan wewenang.
(2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
huruf b, memuat ketentuan menpgenai hubungan dan

mekanisme kerja antarposisi jabatan dan fungsi.



(3)

(4)

(1}

12)

(1)

12)

1)

i

Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 huruf ¢ memuat pembagian fungsi pelayanan
dan fungsi pendukung sesuai dengan pnnsip
pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian,
Pengelelaan sumber daya manusia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 huruf d memuat kebijakan
mengenai  pengelolaan sumber daya manusia yang
berorientasi  pada peningkatan pelayanan kepada
masyarakat,

Pasal 41
Renstra schagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf ¢
merupakarn perencanaan 5 (lima) tahun vang disusun
untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan
mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja
dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan

dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 42
Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan
menerapkan BLUD, menyusun Renstra sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan  sebagai
bagian dari Renstra SKPL.
Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memuat:
4. rencana pengembangan iayanan;
b. strategiz dan arah kebijakan;
¢. rencana program dan kegiatan; dan

d. rencana keuangan.

Pazal 43
Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud
dalarn Paszal 36 huruf d memuat batasan minimal
menge:nal jenis dan muto layanan dasar yang harus
dipenuhi oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan
Daerah yang akan menerapkan BLUD
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(3)

(1)

) B

Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada
avat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah untuk
menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan,
kesetaraan, kemudahan dan Kkualitas layanan umum
yang diberikan oleh Unit Pelaksana Tcknis Dinas/Badan
Daerah vang akan menerapkan BLUD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44
Laporan keuangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal
36 huruf e disusun oleh kepala Unit Pelaksana Teknis
Dinas/Badan Daerah wvang akan menerapkan BLUD
sesual dengan sistem akuntansi yang diterapkan pada
pemerintah dacrah.
Laporan keuanpgan terdiri atas:
laporan realizasi anggaran;
Acraca;

laporan operasional;

an g

laporan perubahan ckuitas; dan

e. catatan atas laporan keuangan.

Penyvusunan prognosis/proveksi keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 huruf e berupa laporan
realisasi angegaran dan laporan operasional disusun cleh
Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yvang baru
dibentuk dan skan menerapkan BLUD sesuai dengan
sistem perencanaan dan penganggaran vang diterapkan
oleh pemerntah daerah.

Pasal 45
Laporan audit terakhir sebagaimana dimaksud dalam
Paszal 3b humaf f merupakan laporan audit oleh pemeriksa
eksternal pemerintah sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan artas laporan keuangan tahun

terakhir zebelum Unit Pelaksana Tekniz Dinas/Badan
Daerah vang akan menerapkan BLUD direkomendasikan

untuk menerapkan BLUD,
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(2]

i3

(4
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Dalam hal sudit terakhir sebagaimana dimaksud pada
avat (1) belum tersedia, kepala Unit Pelaksana Teknis
Dinas/Badan Daersh yang akan menerapkan BLUD
membuat surar pernyataan bersedia untuk diaudit oleh
pemeriksa cksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Surat pernyataan sepagaimana dimaksud pada ayat (2|
ditandatangani oleh kepsla WUnit Pelaksana Teknis
Dinas/Badan Daerah vang akan menecrapkan BLUD dan
diketahui kepala SKPD.

Bagian Kedua
Permohonan, Penilaian dan Penetapan

Penerapan Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 46
Kepala Unit Pelaksana Tcknis Dinas/Badan Daerah yang
akan menerapkan BLUD mengajukan permohonan
penerapan kepada kepala SKPD.
Kepala 3KPD sebagaimana dimaksud pada avar (1}
mengajukan permobonan kepada kepala daerah melalui
sekretaris daerah
Pepgajuan permohonan ssbagaimana dimaksud pada ayvat
{1} dan ayat (2} dengan melampirkan dokumen
persyaratan administratif sebageimana dimeaksud dalam
Pasal 26

Pasal 47
Kepala daerah  melakukan  penilaian  terhadap
permohonan penerapan BLUD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 46.
Dalam melakukan penulaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), kepala dacrah membentuk tm penilal vang
ditetapken dengan keputusan kepala daerah.
Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2],
beranzpotakan paling sedikit terdiri atas:

a. sekreiaris aaerah sebagai ketua;




(4]

(1)

(2)

()

(2!
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b. PPKD sebagai sekretaris;

c. kepala SKPD yanz membidang kegiatan BLUD sebagai
anggota;

d. kepala SKPD yang membidangi perencanaan
pembangunan daerah sebagai anggota; dan

e. kepala SKPD yang membidangi pengawasan di
pemerintah daerah sebagai anggota,

Apabila diperlukan, tim penilai sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dapat melibatkan tenaga ahli yang

berkompeten di bidangnya.

Pasa! 48
Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat
(2} bertugss untuk menilai permohonan penerapan BLUD
paling lama 3 (tiga) bulan.
Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam
melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan
Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan
Daerah.
Hasil penilaisn oleh tim penilai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1] disampaikan kepada kepala daerah sebagal
bahan pertimbangan penetapan atau penclakan
penerapan BLUD.

Pasal 49

Penerapsn BLUD ditetapkan dengan keputusan kepala
daecrah berdasarkan hasil penilaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 zvat (3).

Keputusan kepela dacrah scbagaimana dimaksud pada
ayat {1) disampaikan kepada vimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Lasrah paling lama 1 [satu) bulan sejak tanggal
ditetapkan.




BAB IV
STRUKTUR ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 50
Struktur anggaran BLUD, tercdiri atas:
a. pendapatan BLUD;
b. belanja BLUD; dan
c. pembiayaan BLUD.

Pasal 51
Pendapatan BLUJD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
huruf a bersumber dari:
a. jasa layanan;
b.  hibah;
c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
d. APBD; dan
&, lain-lain pendapatan BLUD yang sah

rasal 52

(I} Pendapatan BLULC wyang bersumber dari jasa layanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a berupa
imhalan vang diperoleh dari jasa layanan vang diberikan
kepada masyarakat,

(2) Pendapsatan BLUD  yang bersumber dari  hibah
sebagaimana dimeksud dalam Pasal 51 huruf b dapat
berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang
dipercleh dari masyarakat atau badan lain.

3] Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunzken sesuail
dengan tujuan  pemberian hibah, sesuai dengan
peruntukarnya yang selaras dengan tujuan BLUD
s:baga‘mana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.

14} Hasil keria sama dengan pihak lain  scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 huruf ¢ dapat berupa hasil
vang diperolel dari kerja sama BLUD,



(5]

[6)

(1)

12)

(1)

(2]

Pendapatan BLUD yang bersumber dari AFBD

sehagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d berupa

pendapatan yang berasal dari DPA APBD.

Lain-lain pendapatan BLUD yang sah scbagaimana

dimaksud dalam Pasal 51 huruf e, meliputi:

a. jasa giro;

b. pendapatan bunga;

c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata
uang asing,

d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat
dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau
jasa oleh BLUD;

e. investasi; dan

1L

pengembangan usaha. nitheg

Pa=al 53

Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan
unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada
masyarakart.

Unit wusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan
pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber
pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

Pasal 54
Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
51 huraf a sampar dengan huruf e dikelola langsung
untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali
yang berasal dari hibah terikat,
Pendapatan BLUD sebage'mana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanalkan melalu Rekening Kas BLUD.




(1)

[2)

(3)

(4

(3]

1]

(2}

1)
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Pasal 55
Belanja BLUD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 50
huruf b terdiri atas:
a. belanja operasi; dan
b. Eelanja modal.
Eelanja operasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurufl a mencakup scluruh belanja BLUD untuk
menjalankan tugas dan fungsi.
Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa,
belarja bunga dan belanja lain.
Belanja modal schagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf
b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perclehan aset
tctap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dan
12 [dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan
EBLUD.
Beianja raodal sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin,
belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan

jurinpen, dan beianja aset tetap lainnya.

Pasal 56
Pemaiavaan BLUD sebagzimana dimaksud dalam Pazal
50 huruf ¢ terdin atas:
a. penerimaan pembiayasn; dan
b, pengeluaran pembiayaan.
Pembiavaan sebagaimana dimaksud pada ayat [l
merupakan semua penerimaan vang perlu  dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersanghkutan
maupiin pada tahun anggaran berikutnya,

Pasal 57
fenerimann pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Paszl 56 avet {1} huraf a me=liputi:
3. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnye;
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b. divestasi; dan

C. penerimaan utang/pinjaman.

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56 ayat (1) huruf b meliputi:

a. investasi: dan

b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

BAB YV
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 58
Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang
menerapkan BLUD menyusun RBA mengacu pada
Kenstra.
FEBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan:
a. angparan berbasis kinerja;
b. standar satuan harga; dan
c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang
diperkirakan akan diperoleh dari layanen yang
diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama
dengan pihak lain danj/atau hasil usaha lainnya,
APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
Anggaran berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] huruf a merupakan analisis kegiatan vang
berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan
sumber daya secara efisien.
Standar saruan harga sebagaimana dimaksud pada ayal
(2] huruf b merupakan harga satuan setiap wunit
barang/jasa yang berlaku disuatu daerah.
Dalam hal BLUD belum menyvusun standar satuan harga
secbagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD
menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh
Keputusan Kepala Daerah.
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Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan
schbagaimana dimaksod pada ayvat [2) huruf ¢ merupakan
pagu belenja yang dirinai menurut belanja operasi dan

belanja modal.

Pasal 59
RBA sebagaimana dimaksud daiam Pasal 58 ayat (1},
meliputi:
a. nngkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
b. rincian ATIPEAran pendapatan, belanja dan
pembiavaan;
c. perkiraan harga;
d. besaran persentase ambang batas; dan
e. perkiraan maju atau forweard estimate.
RBA sebagaimana dimeksud pada ayat {1) menganut pola
angparan f{leksibel dengan suatu presentase ambang
batas tertentu.
RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2] diserta: dengan

standar pelayanan minimal.

Pasal 60

Ringkasan pendapatan., belanja dan  pembiavaan
sebagaimana dimaksud daiam Pasal 59 avat (1) huruf a
merupakan ringkasan pendapatas, belanja dan
pembiayaan.

Kincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayvaan
scbagaimana dimaksiid dalam Pasal 59 ayat [1) huruf b
merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan
tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang vang
tercermin  dari  rencana pendapatan., belanja  dan
pembiayaan.

Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59
ayat (1) huruf ¢, merupakan estimasi harga jual produk
barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan binyva
per satuan dun tingkat margin yang ditentukan seperti

tercermir: dari Tarif Lavanan.
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Besaran persentase ambang batas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d, merupakan
besaran persentase perubahan anggaran bersumber dan
pendapatan operasional yang diperkenankan dan
ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan
operasional BLUD.

Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59
ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana
untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun vyvang
direncanakan guna memastikan kesinambungan program
dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar
penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 61
Pendapatan BLUD sebageimana dimaksud da.la.r.n Pasal
51 huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf e diintegrasikan/
dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun
pendapatan daerah pada kode rekening kelompok
pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan aslh
daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD.
Belanja BLUD sebagaimana dimeaksud dalam Pasal 55
yvang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b,
nuruf ¢ dan huruf e dan =isa lebih perhitungan angearan
BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam REA
SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnyva dirinci
dalam 1 (satu) program, 1 (satu] kegiaton, 1 (satu| output,
dan jenis belanja.
Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada avat (2j
dialokasikan untuk membiayai program peningkatan
pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung
pelayanan,
Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RXA SKFPD
selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun
pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan
Daerah selaku Bendahara Umum Daerah,
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BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepaniang tidak
melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA,
ur.tuk selanjutnya disampaikan kepada PPED.

Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.

Pasal 62
RBA sebagaimana dimaksad dalam Pasal 5% ayat (1)
diintegrasikan /dikonsclidasikan dan merupakan
kesatuan dari RKA.
RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
disampaikan kepada PPKD sebagai bahar penyusunan

rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 63
PPKD menyampaikan REKA beserta RBA sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62 kepada tim snggaran
pemerintah daerah untuk dilakukan penelaahan.
Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan
alokasi dana APBD untuk BLUD.

Pasal 64
Tim anggaran pemerintah daerah menyampaikan kembali
REKA bescrta RBA yang telah dilakukan penelaahan
sebapgaimana dimaksud dalam Pasal 63 avat (1) kepada
PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan
daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah tentang APBD,
Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan
RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan
dan penetapan APBD.
Kctentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan,
penetapan, perubahan RBA BLUD diatur dengan
Peraturan Kepala Dacrah.




BAB VI
PELAKSANAAN ANGGARAN
HADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 65

BLUD menyusun DPA berdasarkan peraturan daerah tentang
APRD untuk disjukan kepada PPKD.
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Pasal 66
DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 memuat
pendapatan, belanja dar pembiayaan.
PPKD mengesankan DPA sebagai dasar pelaksanaan
anggaran BLUD.

Pazal 67
DPA vang teiah disahkan oleh PPKD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) menjadi dasar
pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD,
Pelaksanaan anggaran vang bersumber dari APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang
dan/atau jasa yang mckanismenya dilakukan sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayaf
(2] dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan
vang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran
kas dalam DPA, dan memperhitungkan:
a. jumlah kas yang tersedia;
n  proyeksi pendapatan; can
c. proycksi pengeluaran.
Pelaksznaan anggaran schagaimana dimaksud pada ayat

(1}, dengan melampirkan RBA.

Pasal 68
DPA yang telah disahitan dan RBA menjadi lampiran
perjanjian  kinerje vang ditendatangani oleh kepala

daerah “an pemimpin.
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Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain memuat kesanggupan untuk meningkathkan:
a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;

b. kinerja keuangan, dan

¢. manfaat bagi masyarakat.

Pasal 69
Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin menyusun
laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan
laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada FPED,
Laporan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yvang
ditandatangani oleh pemimpin.
Berdasarkan laporan vang melampirkan surat pernyataan
tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2), kepala
SKPD menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan
kepada PPKD.
Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud avat (3),
PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat
Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 70

Untuk pengelolaan kas BLUD, pemimpin membuka
rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada avat (1)
digunakan untuk menampung penerimaan dan
pengeluaran  kas yang dananya bersumber dan
pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
51 huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huraf e,

Pasal 71
Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:
a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;

b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
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¢. penvimpanan kas dan mengelola rekening BLULY;

d. pembayaran;

e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka
pendek:; dan

f. pemanfaalan swrplus kas wuntuk memperoleh
pendapatan tambahan.

(2) Penerimasan BLUD dilaporkan setiap hari kepada
pemimpin melalui pejabat kevangan

Pasal 72
Dalam pelaksanaan AL EEAran, BLUD melakukan
penatausahaan keuangan paling sedikit memuat:
a  pendapatan dan belanja;
k. penerimaan dan pengelvaran;
¢ utang dan plutang;
c.  perezdiaan, aset tetap dan investasi; dan

e, elaitas.

Paszal 73
Ketentuan mengenal pelaksanaan anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 72, diatur dengan Peraturan Kepala
Daerah.

gAaB VIl
PENGELOLAAN BELANJA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 74

1} Pengelolaan belanja BLUD diberikan Fleksibilitas dengan
memperambangkan voluine kegiatan pelayanan.

‘2) Fleksibilitas schagaimane dimaksud pada ayat (1),
merapekan belanja yang disesuatkan dengan perubashan
pendapatan dalam amoang batazs RBA dan DPA yvang
tclah ditetapkan secara defnitif,

{3} Fleksibilitaz sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapa!
dilakzanzkan terhadap helanja BLUD yang bersumber

dan pendspatea BLUD zebggaimana dimaksud dalam
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Pasal 51 huma' s, buruf b, huruf ¢, huruf ¢, dan hibah
tidak terikat.

Ambang batas scbagaimana dimaksud pada ayat [2]
merupakan besaran persentase realisasi belanja yang
diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan
DFA,

Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas
sebagaimana dimaksud pada ayat (4], terlebih dahulu
mendapat persetujuan kepala daerah.

Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD
mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD
kepada PPKD,

Pasal V5
Besaran presentase ambang batas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2] dihitung tanpa
memperhitungkan saldo awal kas.
Besaran presentase ambang batas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} memperhitungkan fluktuasi
kegiatan operasional, mehputi
a. kecenderungan/tren selisih  anggaran  pendapatan
BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2
{dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
b. kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD selain
APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
Besaran presentasc ambang batas  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan
DPA.
Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud
pada ayat {3} berupa catatan yang memberikan informasi
besaran presentase ambang batas.
Presentase ambang batss sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan kebutuhan vang dapat diprediksi,
dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
digunakan apabila pendapatan BLUD sebagaimana Pasal
Pasai 51 huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf e diprediks)
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melebihi target pendapatan yang telan ditetapkan dalam
RBA dan DPA tahun yang dianggarkan,

BAB VIII
PENGELOLAAN BARANG

Bagian Kesatu
Pengadaan Barang dan/atau Jasa
Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 76

(1) Pengadaan barang danjatau jasa pada BLUD yang
bersumber dari APBD  dilaksanalen berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
pengadaan barang/jasa pemerintah.

(2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD vang
bersumber dan:
a. jasa lavanan;
b. hibah tidak terikat;
c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
d. lain-lain pendapatan BLUD vang sah,
diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau
seluruhnya dari  ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa

pemerintah.

Pasal 77

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang
dan/atuu jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76
ayat (2] diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

\4j Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayai |1} bertujean untuk menjamin ketersediaan barang
dar fatau ‘asa yang lebih bermutu, lebih murah, proses
pengadaz:  yang sederhana, cepat serta mudah
menyesuakan dengan kebutuhan untuk mendukung

kelancaran pelayanan BLUD.




Paszal 78

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari
hibah terikat dilakukan sesuai dengan:

a.
b,

i1)

(2)

)

kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau
Peraturan Kepala Daerah sebageimana dimaksud dalam
FPasal 77 sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 79
Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76 ayat (2| dilakukan oleh pelaksana
pengadaan.
Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada avat
{1] dilaksanakan oleh panitia atau unit yang dibentuk
oleh pemimpin untuk melaksanakan pengadaan,barang
dan/atau jasa BLUD.
Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada avat
(2] terdiri atas personil yang memahami tata cara
pengadaan, substansi pckerjaan [ kegiatan yang
persangkutar dan bidang lain yang diperlukan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Barang

Pasal 80

BLUD dalam melaksanskan pengelolaan barang mengikuti

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang
milik daerah.

(2)

BAB IX
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal B1
BLUD mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas
penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
Taril Layanan sebagaimesna dimaksud pada avat (1),
berupa besaran Tarif dan/atau pola Tarif.
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Tarif Layapan sebagaimana dimaksud pada avat (2)
disusun atas dasar:

a. perhitungan biaya per unit layanan; atan

b. hasil per investasi dana.

Tarif Layanan yang disusun atas desar perhitungan biaya
per unit layanan sebaga‘mana dimaksud pada avat (3]
buruf a bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian
dari biaya yang dikeluarkan wuntuk menghasilkan
sarang/ jnsa atas layanan yang disediakan oleh BLUD.
Taril Layvanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4]
dihitung dengan akuntansi biaya.

Tanf Layanan yang disusun atas dasar hasil per investasi
dana sebagaimana dimaksud pada avat (3] huruf b
merupakan perhitungan Tarif vang menggambarkan
tingkat pengembalian dari investasi vang dilakukan cleh
BLUD selama periode terientu,

Tarif Layaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya
dipecruntukkan bagi BLUD yang mengelola dana.

Dalam hal penyusunan Tarif tidak dapat disusun dan
ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan atay
hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat
(3}, Taril dapat diteiapkan dengan perhitungan atau
penetapan lain yang berpedoman pada  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Fasai 82
Besaran Tanf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8i
ayat (2] merupakan penyusunan Tarif dalam bentuk:
a. nilai nominal uang; dan/atau
b. presentaze atas harga patokan, indeks harza, kurs,
pendapatan tor/bersth, dan/atau  penjualan
kotor fbersih.
Pola Teril sebagaimane dirnaksud dalam Pasal 81 ayat (2)
merupakan penyusunan Tarif Layanan dalam bentuk

for=rnly,
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Pasal 83

Pemimpin menyusun Tarif Layanan BLUD dengan
mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan
layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan
dan kepatutan, den kompetisi yang sehat dalam
penetapan besaran Tarif Layanan yvang dikenakan kepada
masyarakat serta batas waktu penetapan Tarif.
Pemimpin  mengusulkan  Tarif Layanan  BLUD
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala
daerah.
Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(<) berupa usulan Tarif Layanan baru dan/atau usulan
perubahan Tarif Layanan.
Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan,
Untuk penyusunan Tarif Layanan BLUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), pemimpin dapat membentuk tim
yvang keanggotaannyva berasal dari:
a. SKPD yang membidangi kegiatan BLUD:
b. SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan

daerah;
€. uUnsur perguruan tinggi; dan
d. lembaga profesi.
Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan
kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah.

BAB X
PIUTANG DAN UTANG /PINJAMAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 54
BLUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan
barang, jasa, dan/atau transaksi wang berhubungan
langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat
piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
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Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang
diserahkan kepada kepala daerah dengan melampirkan
buktl yvang sah.

Pasal 85
Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.
Tata cara penghapusan piutang sebagaimans dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 86
BLUD dapat melakukan utang/pinjaman schubungan
dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan
pinjaman dengan pihak lain.
Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/
pinjaman jangka panjang.

Pasal 87
Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 86 ayat (2) merupakan utang/pinjaman VAang
memberikan manfaat kurang dari | (satu) tahun Vang
timbul karena kegiatan operasional dan/atau vang
diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara
jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah
penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas
dalam 1 (satu) tahun anggaran.
Pembayaran utang/ pinjaman jangka pendek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang
harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian
utang/pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin dan
pemberi utang/pinjaman.
Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung
jawab BLUD.
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Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 88
BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman
Jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87
ayat (1) yvang telah jatuh tempo.
Pemimpin dapat melakukan pelampauan pembavyaran
bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang
batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 29
Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 86 ayal (2) merupakan utang/pinjaman Yang
memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan
masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut
lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
Ltang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal,
Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang
meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biava lain
yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnva
sesual dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman
yvang bersangkutan.
Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BARB XI
KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 90
BLUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain,
untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
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Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas,
ekonomis dan saling menguntungkan.

Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau

nonfinansial.

Pasal 91
Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 90, meliputi:
a. kerja sama operasional; dan
b. pemanfaatan barang milik daerah.
Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen
dan proses opecrasional secara bersama dengan mitra
kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik
daerah.
Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan
barang milik daecrah dan/atau optimalisasi barang milik
darrah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk
memperoleh pendapatan dan tidak mengurang kualitas
pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik
daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas
dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan
pendapatan BLUD.
Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b mengikuti peraturan perundang-
undangan.
Tata cara kerja sama dengan pihak lain sebagaimana
dimaksud pada avat (1) diatur dengan Peraturan Kepala
Daerah,
Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.




BAR XII

INVESTASI, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN

(1)

i

(2)

[3)

(4}

DEFISIT ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu

Investasi

Pasal 92

BELUD dapat melakukan investasi sepanjeng memberi
manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan
pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu
likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan
rencana pengeluaran.

[nvestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
investasi jangka pendek.

Pasal 93

Investasi jungka pendek sebapaimana dimaksud dalam

Fasal 92 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera

dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12

(dua belas) bulan atau kurang,

lnvestasi jangka pendek scbagaimana dimaksud pada

ayat (1} dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus

%as jangka pendek dengan memperhatikan rencana

pengeluaran

[vestasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada

ayat (1}. meliputi:

a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3
(tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau
vang dapat diperpanjang secara otomatis: dan

b. surat berharga negara jangka pendek,

Karaktenstik investasi jangka pendek sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), meliput:

a. dapat segera diperjiuaibelikan,/dicaickan:

b. ditwjukan urtuk manajemen kas: dan

¢. instrumen keuangas dengan risiko rendah.
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Pasal 94

Pengelolaan investasi BLUD diatur dengan Peraturan Kepala
Daerah.

(1]
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(4]

(5]
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(7]

Bagian Kedusa
=isa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 95
Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD merupakan selisih
lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD
selama 1 {satu) tahun anggaran.
Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan
realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran,
Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun
anggaran berikutnya, kecuali atas perintah kepala daerah
disetorkan sebagian atau seluruhnyva ke kas daerah
dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana
pengeluaran BLUD.
Pemanfataan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD
dalam tahun anggaren berikutnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk
memenuhi kebutuhan likuiditas.
Pemanfataan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD
dalam  tahun anggaran berikutnya scbagaimana
dimaksud pada ayat (3) vang digunakan untuk membiayai
program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
Pemanfataan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD
dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak
dapat dilaksanakan mendahuhii perubahan APBD.
Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) mencakup:
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat
yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum
cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan;




AT

dan
b. keperluan mendesak lainnya vang apabila ditunda

akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 96
Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD diatur
dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Defizsit Anggaran

Pasal 97

(1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara
pendapatan dengan belanja BLUD,

(2] Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit,
ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut
antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan
anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan
pinjaman.

BAB XIII
PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 98
Setiap kerugian daerah pada BLUD vang dischabkan oleh
tindalkan melawan hukum atau kelalaian seseorang
diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah,

BAB X1V
PELAFORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 99
{1} BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban
berupa laporan keuangan.
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Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:

8. laporan realisasi anggaran;

laporan perubahan saldo anggaran lebih;

neraca;

laporan operasional;

noanoE

laporan arus kas;

f. laporan perubahan ekuitas; dan

g catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada
ayat [2) disusun berdasarkan standar akuntansi
pemerintahan,

Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak
mengatur jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan
menerapkan kebijakan akuntansi.

BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakar
akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat [4) yang
diatur dengan Peraturan Kepala Dacrah.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
disertai dengan laporan kinerja vang berisikan informasi
pencapaian hasil atau keluaran BLUD.

Laporan keuangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintaly  sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 100

Pemimpin menyusun laporan keuangan semesieran dan
tahunan.

Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2
|duaj bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah
dilakukan reviu oleh SKPD yang membidangi pengawasan
di pemerintah daerah.

Laporan keuangan sebagsimana dimaksud pada ayat (2)
diintegrasikan /dikonsolidasikan ke dalam laparan
kevangan SKPD, untuk sclanjutnya diinteprasikan/
dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah
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daerah.
Hasil revia sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD

tahunan.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 101
Menteri melalui Dircktur Jenderal Bina Keuangan Daerah
melakukan pembinaan dan Menteri melalui Inspektorat
Jenderal melakukan pengawasan terhadap BLUD.
Gubernur melakukan pembinaan dan peEngawasan
terhadap BLUD di daerah provinsi.
Bupati/Wali  Kota meclakukan pembinaan  dan
pengawasan terhadap BLUD di daerah kabupaten/kota,
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (3] terdiri atas sosialisasi, supervisi,
bimbingan teknis dan asistensi,

Pasal 102

Dalam rangka pembinaan untuk menjaga kesinambungan
implementasi kebijakan BLUD di daerah. pemerintah daerah
wajib melaporkan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah
yang menerapkan BLUD disertai kinerjs keuangan dan

nonkeuangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina

Keuangan Daerah.

(1)

BAB XVI
PENCABUTAN PENERAPAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 103
Kepala SKPD dapat mengusulkan pencabutan penerapan
BLUD kepada kepala daerah melalui Sckretaris Dacrah.
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Pencabutan penerapan BLUD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilakukan akihat:

a. peralihan kewenangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

b. kebijakan kepala dacrah sesuai dengan
kewenangannya dan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pencabutan penerapan BLUD sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui penilaian.

Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), kepala daerah membentuk tim penilai yang

ditetapkan  dengan  Keputusan Kepala Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat i2).

Implikasi  dari  pencabutan  penerapan BLUD,

dilaksanakan sesuai dengan lketentuan peraturan

perundang-undangan.

Implikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup

pendanaan, personil, prasarana dan data.

Pasal 104
Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 avat
[4) bertugas untuk menilai usulan pencabutan penerapan
BLUD paling lama 3 {tiga) bulan.
Hasil penilaian oleh tim penilai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1] disampaikan kepada kepala dacrah sebagai
bahan pertimbangan pencabutan BLUD.
Pencabutan penerapan BLUD scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 103 ditetapkan dengan Keputusan Kcpala
Daerah.
Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada pimpinan Dewsan Perwakilan
Rakyat Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
ditetapkan.
Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilaporkan kepada Menteri melalui Direlctur
Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 1 (satu]
bulan sejak tanggal ditetapkan,



(1)

(2

(3)

=

BAR XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlalku, Peraturan
kepala Daerah wyang telah diundangkan sebelum
berlakunya Peraturan Menteri ini. masih tetap berlaku
sepanjang belum digand dan tidak bertentangan dengan
Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, BLUD
yang telah ditetapkan dan Peraturan Kepala Daerah vang
telah  dwindangkan sebelum  berlakunya Peraturan
Menteri ini, wajib menyesuaikan paling lama 2 [dua)
tahun seteiah Peraturan Menteri ini diundangkan.
Penyusunan dan penetapan RBA untuk tahun anggaran
2020 dan scierusnya scsuai dengan Peraturan Menteri

ini.

BAB XVIlI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Ketentuan Forme: Badan Layanen Umum Daerah meliputi;

4
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10.

Format  surat  pernyataan kesanzgupan untuk
meningikatkan kinerja;

Format surat pernyataan bersedia untuk diaudit;

Format surat permohoran menerapkan BLUD:

Format RBA pendapatan, belanja, dan pembiayaan:
Format RKA pendapatan, belanja, dan pembiavaan;
Format DPA pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
Format iaporan pendupatan, belanja dan  laporan
pPemtiavaan;

Format surat pernyatasn tangpuingjawab,

Format =surat permintaan pengesahan  pendapsisn,
belanja dan pembiayvasn:

Format surat pengesahan pendapatan, belanjs dan

pembiayaan,




i

tercantum dalam Lampiran yvang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 107
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menter! Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Kevangan Badan Layanan Umum Daerah,
dicaburt dan dinvatakan tidak berlaku.

Pasal 108
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan,
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Agar setiap orang —mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
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